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ABSTRAK

OPERASI PEACEBUILDING UNAMA DALAM PERLINDUNGAN HAK
PEREMPUAN DI AFGHANISTAN ERA TALIBAN 2021-2025

Oleh
Azzahra Ferica Efendi

Kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan Afghanistan pada tahun 2021
menyebabkan kemunduran signifikan terhadap hak-hak perempuan, khususnya
dalam bidang pendidikan, pekerjaan, mobilitas, dan partisipasi di ruang publik.
Berbagai kebijakan yang diterapkan Taliban menimbulkan pelanggaran hak asasi
manusia yang berdampak pada semakin terbatasnya ruang hidup perempuan
Afghanistan. Dalam situasi tersebut, United Nations Assistance Mission in
Afghanistan (UNAMA) berperan sebagai misi politik Perserikatan Bangsa-Bangsa
yang menjalankan berbagai upaya perlindungan terhadap perempuan Afghanistan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis operasi peacebuilding yang dilakukan
UNAMA dalam perlindungan hak perempuan di Afghanistan pada era Taliban
tahun 2021-2025.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui
studi pustaka berupa laporan resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, laporan UNAMA,
UN Women, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen relevan lainnya. Penelitian ini
menggunakan teori Peacebuilding Operations yang terdiri atas indikator advokasi,
pemberdayaan, perlindungan hak asasi manusia, dan pendampingan sosial. Analisis
data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNAMA telah menjalankan operasi
peacebuilding melalui empat bentuk utama, yaitu advokasi internasional terhadap
pelanggaran hak perempuan, pemberdayaan perempuan melalui dukungan
pendidikan dan penguatan kapasitas, perlindungan hak asasi manusia melalui
pemantauan dan pelaporan pelanggaran, serta pendampingan sosial melalui
koordinasi bantuan kemanusiaan dan perlindungan kelompok rentan. Penelitian ini
juga menemukan bahwa pelaksanaan peacebuilding UNAMA menghadapi
berbagai hambatan, antara lain kebijakan diskriminatif Taliban, keterbatasan akses
operasional, minimnya partisipasi perempuan dalam proses perdamaian, serta
terbatasnya mandat UNAMA yang bersifat non-koersif. Oleh karena itu, meskipun
belum mampu menghentikan secara langsung kebijakan Taliban terhadap
perempuan, UNAMA tetap berperan penting dalam menjaga perlindungan
normatif, memperkuat pemberdayaan perempuan, dan mempertahankan perhatian
internasional terhadap kondisi hak perempuan di Afghanistan.

Kata Kunci: UNAMA, Peacebuilding Operations, Hak Perempuan, Afghanistan,
Taliban.



ABSTRACT

UNAMA'S PEACEBUILDING OPERATIONS IN THE PROTECTION OF
WOMEN'S RIGHTS IN AFGHANISTAN UNDER THE TALIBAN
REGIME 2021-2025

By

Azzahra Ferica Efendi

The return of the Taliban to power in Afghanistan in 2021 led to a significant
deterioration of women's rights, particularly in the areas of education, employment,
mobility, and participation in public life. The policies implemented by the Taliban
have resulted in systematic human rights violations that further restricted the social
and political space available to Afghan women. In this context, the United Nations
Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) has played an important role as a
United Nations political mission in promoting the protection of women's rights.
This study aims to analyze UNAMA's peacebuilding operations in protecting
women's rights in Afghanistan during the Taliban era from 2021 to 2025. This
research employs a qualitative method with a descriptive approach. The data used
are secondary data collected through a literature review of official United Nations
documents, UNAMA reports, UN Women reports, academic journals, books, and
other relevant sources. The study applies the Peacebuilding Operations theory,
which consists of four indicators: advocacy, empowerment, human rights
protection, and social assistance. The findings reveal that UNAMA has
implemented peacebuilding operations through four main forms of intervention,
namely international advocacy on violations of women's rights, women's
empowerment through educational support and capacity-building initiatives,
human rights protection through monitoring and reporting mechanisms, and social
assistance through the coordination of humanitarian aid and the protection of
vulnerable groups. The study also finds that UNAMA's peacebuilding efforts face
several obstacles, including discriminatory policies imposed by the Taliban, limited
operational access, the lack of women's participation in peace processes, and the
restricted non-coercive mandate of UNAMA. Therefore, although UNAMA has not
been able to directly stop the Taliban's discriminatory policies against women, it
continues to play a significant role in maintaining normative protection, promoting
women's empowerment, and sustaining international attention toward the condition
of women's rights in Afghanistan.

Keywords: UNAMA, Peacebuilding Operations, Women's Rights, Afghanistan,
Taliban.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Afghanistan berada di kawasan Asia Selatan dan Asia Tengah serta
memiliki posisi geopolitik yang strategis sebagai wilayah penghubung antara
Timur Tengah, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Dari sisi demografis,
berdasarkan data Central Intelligence Agency (CIA), lebih dari 99% penduduk
Afghanistan beragama Islam (Sasakawa Peace foundation 2023). Kondisi
geopolitik dan demografis tersebut kemudian berkaitan dengan konflik
berkepanjangan yang bermula dari intervensi militer Uni Soviet pada tahun
1979 untuk mendukung pemerintah komunis Afghanistan, yang memicu
perlawanan bersenjata dari kelompok mujahidin. Setelah penarikan pasukan
Uni Soviet pada 1989, Afghanistan mengalami kekosongan kekuasaan
sehingga menyebabkan konflik sipil bersenjata dan perebutan kekuasaan di
Afghanistan, sehingga kelompok mujahidin terpecah menjadi faksi — faksi
yang menjadi pemicu adanya perang saudara (Salindri et al. 2024). Dalam
kondisi anarki politik serta ketidakmampuan negara dalam menjamin
keamanan dan ketertiban sosial, Taliban muncul pada tahun 1994 sebagai
aktor politik berbasis Islam yang menawarkan penegakan otoritas dan
pengendalian keamanan sebagai respons terhadap situasi kekacauan yang

berkepanjangan (Pote and Subandi 2025).

Dalam situasi instabilitas yang berkepanjangan, komunitas
internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, mulai terlibat untuk
merespons krisis kemanusiaan dan menjaga stabilitas politik di Afghanistan.
Keterlibatan ini di wujudkan melalui berbagai misi internasional yang

bertujuan untuk mendukung proses transisi politik, menjaga keamanan, serta



memperkuat institusi negara (Country 2022). Pada fase awal, pendekatan yang
digunakan cenderung berorientasi pada stabilitasi keamanan melalui dukungan
militer internasional seperti ISAF (Murphy et al. 2021). Namun, seiring
berjalannya waktu, pendekatan tersebut berkembang ke arah yang lebih
komprehensif yang mencakup aspek politik dan kemanusiaan. Perubahan
pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya dapat
dilakukan melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui upaya pembangunan

perdamaian jangka panjang (Koops and Dal 2025).

Perubahan terbesar terjadi pada tahun 2021 ketika Taliban kembali
mengambil alih kekuasaan setelah penarikan pasukan internasional dari
Afghanistan. Peristiwa ini menandai berakhirnya dominasi pendekatan militer
internasional dan memperkuat peran misi politik dalam merespon situasi di
Afghanistan (Murphy et al. 2021). Dalam konteks ini, United Nations
Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) menjadi aktor utama yang
mewakili kehadiran Perserikatan Bngsa-Bangsa di Afghanistan (UNAMA
2025). UNAMA tidak beroperasi sebagai misi militer, melainkan sebagai misi
politik yang berfokus pada pemantauan kondisi politik dan kemanusiaan.
Peran ini menjadikan UNAMA sebagai instrument penting dalam menjaga

keterlibatan internasional di tengah keterbatasan situasi domestik.

Di antara berbagai kelompok masyarakat, perempuan menjadi
kelompok yang paling terdampak oleh perubahan kebijakan pasca-2021.
Laporan UN Women menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan muda di
Afghanistan mengalami keterbatasan dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan
pelatthan (UN WOMEN 2024). Kondisi tersebut mencerminkan penyempitan
ruang partisipasi perempuan yang terjadi secara sistematis dalam kehidupan
sosial. Selain itu, pembatasan terhadap mobilitas dan aktivitas perempuan
menunjukkan adanya kontrol sosial yang semakin ketat terhadap kehidupan
mereka (UNAMA 2022). Dengan demikian, situasi ini menandai kemunduran
serius dalam pemenuhan hak-hak dasar perempuan sebagai bagian dari hak

asasi manusia.
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Sumber: (UN WOMEN 2024; UNAMA 2022) diolah oleh penulis

Kondisi pelanggaran hak perempuan di Afghanistan setelah
kembalinya Taliban pada 2021 tercermin secara kuantitatif melalui jurnal
Gender Country Profile Afghanistan serta laporan UNAMA dan UN Women
yang menggambarkan luasnya dampak kebijakan pembatasan terhadap
perempuan dan anak perempuan. Data tersebut menunjukkan sekitar 1,1 juta
anak perempuan terputus dari pendidikan menengah sebagai akibat langsung
dari larangan bersekolah bagi perempuan yang berdampak pada terbatasnya
peluang pengembangan diri dan masa depan mereka. Dalam sektor ekonomi,
sekitar 3 juta perempuan mengalami penyempitan akses terhadap pekerjaan,
terutama akibat pembatasan peran perempuan di sektor publik, organisasi
kemanusiaan, dan media. Selain itu, kurang lebih 4 juta perempuan
menghadapi hambatan dalam memperoleh layanan kesehatan, bantuan sosial,
dan kemanusiaan yang dipengaruhi oleh pembatasan mobilitas serta
ketergantungan pada pendampingan anggota keluarga laki-laki. Secara
keseluruhan data ini menunjukkan bahwa ketimpangan dan pelanggaran
terhadap hak-hak perempuan di Afghanistan bersifat sistematik dan berakar
kuat dalam struktur sosial yang menguat sejak perubahan kekuasaan pada
tahun 2021 (UN WOMEN 2024).

Dalam situasi dimana negara memiliki keterbatasan dalam menjamin

perlindungan hak asasi manusia, UNAMA menjalankan perannya melalui



berbagai fungsi strategis yang berfokus pada perlindungan masyarakat sipil.
Peran tersebut meliputi pemantauan dan pelaporan pelanggaran hak asasi
manusia, advokasi terhadap perlindungan kelompok rentan, serta koordinasi
dengan aktor kemanusiaan internasional (UNAMA 2025). Dalam praktiknya,
UNAMA juga berupaya menjaga perhatian komunitas internasional terhadap
kondisi perempuan di Afghanistan melalui publikasi laporan dan diplomasi
kemanusiaan. Namun, pelaksanaan mandat tersebut dihadapkan pada berbagai
tantangan, seperti keterbatasan akses dan dinamika politik di bawah
pemerintahan de facto (Hunt and Day 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa
peran UNAMA tidak hanya penting, tetapi juga kompleks dalam

implementasinya.

Dalam kajian hubungan internasional, keterlibatan UNAMA dapat
dipahami melalui pendekatan peacebuilding operations yang berfokus pada
penciptaan perdamaian berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya
menitikberatkan pada penghentian konflik, tetapi juga ada perlindungan hak
asasi manusia dan penguatan struktur sosial (Ahmadzai 2024). Dalam konteks
Afghanistan pasca-2021, peacebuilding menjadi relevan karena konflik tidak
lagi bersifat terbuka, tetapi berubah menjadi pembatasan struktural terhadap
masyarakat. Oleh karena itu, peran UNAMA perlu dianalisis tidak hanya
sebagai pelaksana mandate PBB, tetapi juga sebagai aktor peacebuilding yang
berupaya mencegah memburuknya kondisi kemanusiaan. Dengan demikian,
penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana UNAMA menjalankan

perannya dalam melindungi hak perempuan periode 2021-2025.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas kondisi hak asasi
manusia di Afghanistan serta peran komunitas internasional dalam merespons
konflik, sebagian besar kajian masih berfokus pada analisis umum mengenai
pelanggaran HAM atau dinamika politik pasca-kembali Taliban. Penelitian
terdahulu juga cenderung menyoroti aspek kebijakan Taliban atau kondisi
kelompok rentan tanpa mengkaji secara spesifik bagaimana peran misi politik
PBB dijalankan dalam kerangka peacebuilding operations. Selain itu, kajian
yang secara khusus mengaitkan fungsi pemantauan, pelaporan, dan advokasi

UNAMA dengan perlindungan hak perempuan pada periode pasca-2021



masih terbatas. Padahal, perubahan pendekatan dari intervensi militer ke misi
politik menjadi UNAMA sebagai aktor kunci dalam menjaga isu kemanusiaan
tetap berada dalam perhatian internasional. Oleh karena itu, penelitian ini
hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis peran UNAMA
dalam perlindungan hak perempuan di Afghanisan era Taliban 2021-2025

dalam perspektif peacebuilding operations.
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menyoroti
permasalahan terkait memburuknya kondisi hak asasi manusia di Afghanistan
sejak kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan pada tahun 2021. Berbagai
pembatasan terhadap hak perempuan menunjukkan bahwa pelanggaran hak
asasi manusia terjadi secara sistematis dan berkelanjutan. Kondisi ini tidak
hanya memicu krisis kemanusiaan, tetapi juga semakin menyempitkan ruang
sipil bagi masyarakat Afghanistan. Dalam situasi demikian, peran aktor
internasional menjadi krusial dalam upaya pemantauan, pelaporan, dan
perlindungan hak asasi manusia. Namun, dinamika politik di bawah
pemerintahan de facto Taliban memunculkan pertanyaan mengenai sejauh
mana efektivitas keterlibatan komunitas internasional dalam merespons

permasalahan tersebut.

Pasca kembalinya Taliban pada tahun 2021, United Nations Assistance
Mission in Afghanistan (UNAMA) tetap menjalankan perannya sebagai misi
politik khusus PBB di Afghanistan. UNAMA memiliki peranan penting dalam
pemantauan serta pendokumentasian pelanggaran hak asasi manusia sebagai
bagian dari upaya peacebuilding operations. Namun pelaksanaan mandat
tersebut dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan akses
lapangan, resistensi dari otoritas Taliban, serta tidak adanya pengakuan
internasional terhadap pemerintahan de facto menjadi tantangan serius dalam
pelaksanaan mandat tersebut. Kondisi ini menimbulkan keraguan mengenai
tingkat efektivitas operasi perdamaian UNAMA dalam kondisi politik yang

semakin terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan permasalahan



mengenai: “Bagaimana peran peacebuilding operation yang dilakukan
oleh perdamaian UNAMA dalam perlindungan hak perempuan di
Afghanistan era Taliban 2021-2025?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini

adalah:

1. Menjelaskan keterlibatan dan perkembangan operasi perdamaian
UNAMA di Afghanistan era Taliban 2021-2025

2. Menjelaskan operasi peacebuilding yang dilakukan UNAMA
dalam perlindungan hak perempuan di Afghanistan era Taliban
2021-2025

14 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi mengenai pemahaman
operasi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfokus pada
perlindungan hak perempuan. Dengan menjadikan UNAMA sebagai objek
kajian, penelitian ini mengkaji pelaksanaan peacebuilding operations dalam
konteks negara yang berada di bawah pemerintahan de facto pasca kembalinya
Taliban tahun 2021-2025. Selain itu, hasil kajian ini dapat digunakan sebagai
rujukan analitis untuk memahami berbagai kendala struktural dan dinamika
politik yang memengaruhi implementasi mandat perlindungan hak asasi

manusia di Afghanistan.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis mengkaji lima penelitian terdahulu yang relevan sebagai
rujukan utama dalam penyusunan penelitian berjudul Operasi Perdamaian
UNAMA dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Afghanistan pada Era
Taliban 2021-2025. Salah satu rujukan tersebut adalah penelitian yang ditulis
oleh Philip Alston, yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan

pendekatan teori Liberalisme.

Penelitian ini mengkaji rezim hak asasi manusia internasional secara
menyeluruh dengan pendekatan kritis, meliputi perkembangan norma hukum,
kelembagaan, dinamika praktik politik, serta perdebatan etis yang
memengaruhi sekaligus menantang upaya perlindungan HAM sejak periode
pasca-Perang Dunia II hingga isu-isu mutakhir. Selain itu, kajian ini
menyoroti struktur institusional HAM di tingkat global, khususnya sistem
Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Dewan HAM, mekanisme Prosedur
Khusus, badan-badan perjanjian, sistem pelaporan negara, Universal Periodic

Review (UPR), serta mekanisme pencarian fakta.

Jurnal kedua yang penulis gunakan adalah jurnal berjudul
“Afghanistan: Minorities, Conflict and the Search for Peace” yang ditulis
oleh International Crisis Group (ICG). Penelitian ini membahas isu Politik
Internasional dengan fokus pada kondisi kelompok minoritas di Afghanistan
dalam konteks konflik berkepanjangan dan upaya pencarian perdamaian.
Jurnal ini menjelaskan secara rinci latar belakang kelompok minoritas etnis
dan agama di Afghanistan, seperti Hazara, Tajik, Uzbek, dan Ismailiyah, yang

secara historis mengalami diskriminasi dan kekerasan. Selain itu, jurnal ini



menguraikan awal mula konflik Afghanistan yang tidak hanya dipicu oleh
faktor politik dan keamanan, tetapi juga oleh ketegangan etnis dan sektarian
yang semakin memperburuk posisi minoritas. Penulis memaparkan dinamika
konflik yang melibatkan berbagai aktor, termasuk Taliban dan kelompok
bersenjata lainnya, serta dampaknya terhadap perlindungan hak asasi
manusia. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kelompok minoritas sering
kali terpinggirkan dalam proses perdamaian Afghanistan, sehingga

perdamaian yang dihasilkan cenderung tidak inklusif.

Dalam jurnal ini juga dijelaskan pentingnya pendekatan berbasis hak
asasi manusia dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan, serta peran
komunitas internasional dalam mendorong perlindungan minoritas. Penelitian
ini menggunakan konsep Hak Asasi Manusia dan peacebuilding, dengan
pendekatan kualitatif yang menganalisis konflik dan proses perdamaian
secara deskriptif-analitis. Kekurangan dari penelitian ini adalah belum adanya
pembahasan mendalam mengenai mekanisme implementasi perlindungan

minoritas secara konkret di tingkat nasional Afghanistan.

Jurnal ketiga penelitian ini ditulis oleh Zakia Adeli pada tahun 2024
yang membahas dampak kebijakan Taliban terhadap kondisi hak asasi
manusia di Afghanistan pasca pengambilalihan kekuasaan pada Agustus
2021. Penelitian 1ini berfokus pada bagaimana kebijakan Taliban
menyebabkan kemunduran signifikan dalam pemenuhan hak-hak sipil dan
politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya warga Afghanistan. Dalam
jurnal ini dijelaskan bahwa penghapusan Konstitusi Afghanistan 2004 dan
pembubaran institusi negara telah menciptakan kekosongan hukum yang
memicu meningkatnya pelanggaran HAM, khususnya terhadap perempuan,
kelompok etnis, dan minoritas agama. Penelitian ini juga menguraikan
berbagai bentuk pelanggaran, seperti pembatasan partisipasi politik,
pembatasan kebebasan berekspresi, kekerasan terhadap warga sipil, serta

pelarangan akses pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan.

Penelitian ini memaparkan kebijakan Taliban dan implikasinya

terhadap perlindungan HAM dengan menggunakan kerangka hak asasi



manusia yang mengacu pada klasifikasi hak sipil-politik dan hak ekonomi,
sosial, dan budaya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif
dengan metode dokumenter, melalui analisis laporan internasional, dokumen
PBB, serta temuan organisasi HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
meskipun konflik bersenjata menurun setelah Taliban berkuasa, kondisi HAM
justru memburuk secara sistematis. Kelemahan dari penelitian ini adalah tidak
adanya indikator kuantitatif yang terukur untuk menilai tingkat pelanggaran

HAM secara komparatif dari waktu ke waktu.

Jurnal keempat penulis menggunakan laporan oleh Human Rights
Watch, 2025. Penelitian ini berfokus pada kondisi dan perkembangan
pelanggaran hak asasi manusia di berbagai negara sepanjang pertengahan
tahun 2025. Implementasi perlindungan HAM yang konsisten dan komitmen
negara menjadi faktor penting dalam menjamin keamanan dan
keberlangsungan hidup masyarakat sipil. Dalam laporan ini dijelaskan bahwa
pelanggaran HAM tidak hanya terjadi dalam konteks konflik bersenjata,
tetapi juga dalam situasi politik represif, pembatasan kebebasan sipil, serta
lemahnya supremasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan
komprehensif yang melibatkan negara, organisasi internasional, dan
masyarakat sipil dalam menangani isu HAM. Laporan ini juga menjelaskan
praktik pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-
negara, termasuk pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi terhadap
kelompok rentan, serta kekerasan berbasis politik. Metode yang digunakan
dalam laporan ini bersifat kualitatif dengan mengandalkan pemantauan
lapangan, dokumentasi kasus, serta analisis data pendukung dari berbagai
sumber. Kekurangan dari laporan ini adalah tidak adanya evaluasi mendalam
terkait efektivitas mekanisme internasional dalam menghentikan atau

mengurangi pelanggaran HAM yang terjadi.

Pada jurnal kelima, penulis menggunakan penelitian oleh Sayed
Ahmad Sharifi dan Masood Karokhail. Penelitian ini berfokus pada hubungan
antara proses peacebuilding dan kondisi kerapuhan negara di Afghanistan.
Implementasi strategi peacebuilding yang tidak hanya berorientasi pada

keamanan, tetapi juga pada pembangunan institusi dan legitimasi politik,
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dinilai penting untuk menciptakan stabilitas jangka panjang. Dalam jurnal ini
dijelaskan bahwa konflik Afghanistan tidak semata-mata disebabkan oleh
oleh lemahnya tata kelola

kekerasan bersenjata, melainkan juga

pemerintahan, krisis legitimasi negara, serta kegagalan pembangunan
pascakonflik. Oleh karena itu, pendekatan peacebuilding yang komprehensif
dan terintegrasi antara aspek keamanan, pembangunan, dan politik menjadi
sangat diperlukan. Jurnal ini juga menjelaskan praktik peacebuilding
internasional di Afghanistan beserta berbagai tantangan struktural yang
dihadapi, seperti korupsi, fragmentasi elit politik, dan keterbatasan kapasitas
institusi negara. Penelitian ini menggunakan konsep peacebuilding dan state
fragility dengan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada analisis
kebijakan, dokumen resmi, serta data pendukung lainnya. Kekurangan dari
penelitian ini adalah belum memberikan solusi operasional yang konkret

untuk mengatasi kerapuhan negara dalam konteks konflik Afghanistan yang

terus berubah.

. . Tujuan Fokus
No Penulis Judul Teori/Konsep Penelitian Penelitian
Memberikan
International pemahaman Instuisi HAM
1 | Philip Alston Human Liberalisme menyeluruh global dan
Rights, 2025 tentang HAM regional
internasional
Menganalisis Kondisi dan
. Afghan.ls.tan: Peacebuilding posisi dan 1.<ere.ntanan.
International Minorities, pengalaman minoritas etnis
.. . dan Human
2 | Crisis Group Conflict and Securit kelompok dan agama
(ICG) the Search for A roacyh minoritas (Hazara,
Peace bp dalam konflik Ismaili, Sikh,
Afghanistan Hindu, dll.)
The Menganalisis Peran dan
Consequences ..
of Taliban dampak kebijakan
Policies on Klasifikasi kebijakan Taliban
3 Zakia Adeli Human Richts HAM Stephen Taliban sebagai
. & Marks terhadap HAM otoritas de
in Afghanistan
warga facto (2021—
(August 2021~ Afghanistan 2023)
August 2023) &
4 Human World Report Huma.m (I;g:nfli Pel?ﬁﬁrm
Rights Watch | 2025: Mid- Security P . .
kebijakan sistematis oleh
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(HRW)

Year Update

Taliban
terhadap HAM
sepanjang
paruh pertama
2025

Taliban

AE Abdenur
5 & S Tripathi
(2022)

Peacebulding
and State
Fragility in
Afghanistan

Peacebuilding

Menganalisis
hubungan
antara
peacebuilding
dan kerapuhan
negara di

Proses
peacebuilding
pascakonflik
di Afghanistan

Afghanistan

Tabel 1 Komparasi penelitian

Sumber: diolah oleh penulis

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konflik

Dalam kajian hubungan internasional, konflik dipahami sebagai
kondisi pertentangan yang muncul akibat perbedaan kepentingan, nilai, tujuan,
maupun relasi kekuasaan antara aktor-aktor yang terlibat. Konflik tidak selalu
diwujudkan dalam bentuk kekerasan bersenjata, melainkan juga dapat muncul
melalui ketegangan politik, dominasi

struktural, dan kebijakan yang

mencerminkan  ketimpangan kekuasaan. Dengan demikian, konflik
mencerminkan proses interaksi yang tidak seimbang antara pihak-pihak yang
memiliki kepentingan berbeda dalam suatu sistem politik atau sosial.
Pemahaman ini menempatkan konflik sebagai fenomena yang bersifat dinamis
dan kontekstual, bukan sekedar peristiwa temporer. Oleh karena itu, konflik
perlu dilihat sebagai bagian dari proses yang membentuk dinamika politik,

stabilitas negara, dan kondisi kemanusiaan (Idagu 2025).

Dalam situasi negara pasca konflik, berakhirnya kekerasan bersenjata
atau tercapainya kesepakatan damai tidak serta merta menandai berakhirnya
konflik secara menyeluruh. Konflik sering kali mengalami perubahan bentuk
konfrontasi terbuka menjadi ketegangan laten yang tertanam dalam struktur
politik, tata kelola pemerintahan, dan institusi negara. Ketidakmerataan

distribusi kekuasaan, kelemahan kapasitas institusional, serta minimnya
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mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban memperpanjang dinamika
konflik pada fase ini. Pada kondisi tersebut, konflik lebih banyak tercermin
melalui praktik kebijakan yang eksklusif, pengucilan kelompok tertentu, serta
pembatasan ruang partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itu, negara pasca
konflik tetap menghadapi kerentanan terhadap instabilitas apabila penyebab
mendasar konflik tidak ditangani secara komprehensif (Campbell and

Matanock 2024).

Konflik yang berlangsung lama di Afghanistan menunjukkan pola yang
kompleks karena melibatkan dimensi ideologis, politik, serta persaingan
dalam penguasaan otoritas negara. Perbedaan cara pandang mengenai bentuk
pemerintahan, penerapan hukum, dan pengaturan kehidupan sosial
berkontribusi besar terhadap berlanjutnya ketegangan di berbagai lapisan
masyarakat. Keberadaan Taliban sebagai aktor non negara yang dominan turut
memengaruhi arah konflik, tidak hanya melalui kekuatan militer, tetapi juga
melalui pengendalian struktur politik dan sosial (Zulkarnain et al. 2023).
Situasi ini diperparah oleh kapasitas institusional negara yang terbatas serta
belum terbentuk sistem pemerintahan yang inklusif dan memiliki legitimasi
luas (Setiawati 2025). Dampaknya, konflik berkepanjangan di Afghanistan
terus memengaruhi stabilitas politik, keamanan nasional, dan kondisi

kehisupan masyarakat sipil secara berkelanjutan.

Konflik yang terus berlanjut di Afghanistan telah menimbulkan
konsekuensi serius terhadap kondisi dan pemenuhan hak asasi manusia.
Kerapuhan kelembagaan negara yang disertai dengan pemusatan kekuasaan
pada satu pihak menyebabkan sistem perlindungan hak-hak dasar masyarakat
tidak berfungsi secara optimal. Dalam situasi konflik yang berkepanjangan,
pembatasan terhadap kebebasan sipil dan politik semakin dianggap sebagai
praktik yang wajar dalam kerangka kebijakan keamanan dan pengendalian
sosial (Human Rights Watch 2025). Kondisi tersebut berdampak paling besar
pada kelompok masyarakat yang berada dalam posisi rentan, termasuk
perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas. Dengan demikian, persoalan

hak asasi manusia menjadi elemen kunci dalam menganalisis dampak konflik
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sekaligus menegaskan kebutuhan akan upaya perlindungan dan pemulihan

yang melibatkan aktor di luar negara (Afzal 2024).

Keberlanjutan konflik di Afghanistan menunjukkan kemampuan
negara dalam mempertahankan stabilitas politik dan menjamin perlindungan
hak asasi manusia secara memadai (Asdiarti and Burhanuddin 2024).
Kelemahan struktur kelembagaan serta rendahnya tingkat legitimasi
pemerintahan menyebabkan negara tidak mampu merespons dampak konflik
secara menyeluruh (Suharto and Apriyani 2022). Kondisi tersebut membuka
ruang bagi keterlibatan aktor internasional untuk menjalankan fungsi
pemantauan, advokasi, dan penyaluran bantuan kemanusiaan (Pote and
Subandi 2025). Dalam kondisi yang berkepanjangan, organisasi internasional
berperan penting dalam menjaga perhatian komunitas global terhadap
dinamika konflik dan persoalan kemanusiaan yang terjadi. Dengan demikian,
kehadiran PBB melalui United Nations Assistance Mission in Afghanistan
(UNAMA) menjadi relevan sebagai mekanisme internasional dalam
merespons konflik serta implikasinya terhadap hak asasi manusia di

Afghanistan.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu tersebut, terdapat persamaan
dalam menempatkan isu hak asasi manusia dan peacebuilding sebagai aspek
penting dalam memahami dinamika konflik di Afghanistan. Namun, sebagian
besar penelitian masih berfokus pada analisis kondisi umum HAM, kebijakan
Taliban, serta kerentanan kelompok tertentu tanpa mengkaji secara spesifik
peran aktor internasional dalam implementasi perlindungan tersebut. Selain
itu, kajian mengenai peacebuilding cenderung menitikberatkan pada aspek
struktural dan institusional tanpa mengaitkannya secara langsung dengan
fungsi operasional misi politik seperti UNAMA. Perbedaan inilah yang
menjadi dasar bagi penelitian untuk mengkaji secara lebih spesifik bagaimana
peran UNAMA dijalankan dalam perlindungan hak perempuan dalam
kerangka peacebuilding operations. Dengan demikian, penelitian ini tidak
hanya melengkapi kajian sebelumnya, tetapi juga memberikan perspektif yang

lebih terfokus pada peran aktor internasional dalam konteks de facto.
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2.2.2 Peacebuilding Operations

Peacebuilding operations dalam kajian hubungan internasional
dipahami sebagai serangkaian upaya yang bertujuan menciptakan perdamaian
berkelanjutan dengan menangani faktor-faktor mendasar penyebab konflik.
Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghentian kekerasan secara
langsung, tetapi juga pada pembenahan struktur politik, sosial, dan
institusional yang menopang stabilitas jangka panjang. Perdamaian dalam
kerangka peacebuilding tidak dimaknai sekadar sebagai ketiadaan perang,
melainkan sebagai kondisi dimana keamanan, keadilan, dan perlindungan hak
asasi manusia dapat terjamin. Oleh karena itu, peacebuilding operations
menekankan pentingnya transformasi kondisi pasca konflik agar konflik
serupa tidak kembali muncul. Pendekatan ini banyak digunakan untuk
menganalisis situasi negara-negara yang mengalami konflik berkepanjangan

atau berada dalam fase pasca konflik (Ahmadzai 2024).

Berbeda dengan  pendekatan keamanan  tradisional  yang
menitikberatkan pada penggunaan kekuatan militer, peacebuilding operations
lebih menekankan perubahan struktural dan penguatan institusional. Dalam
kerangka ini, pembangunan institusi pemerintahan yang efektif, penegakan
supermasi hukum, serta perlindungan hak asasi manusia menjadi unsur yang
paling berkaitan. Pembatasan terhadap hak-hak dasar masyarakat dipandang
sebagai faktor yang dapat memperbesar risiko konflik berulang apabila tidak
ditangani secara sistematis. Oleh karena itu, peacebuilding operations
mengintegrasikan dimensi politik, sosial, dan kemanusiaan dalam satu
kerangka intervensi yang komprehensif. Pendekatan ini menjadi relevan
ketika negara tidak memiliki kapasitas yang memadai utuk mengelola dampak

konflik secara mandiri (Ahmadzai 2024).

Dalam perspektif Perserikatan Bangsa-Bangsa, peacebuilding
operations diposisikan sebagai komponen penting dalam upaya menjaga
perdamaian dan keamanan internasional secara berkelanjutan (Hansen 2025).
PBB memandang peacebuilding sebagai proses yang berlangsung dalam
jangka panjang dan dirancang untuk mencegah kembalinya konflik setelah

kekerasan bersenjata mereda (Helder Nhamaze et al. 2022). Pendekatan ini
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menekankan pentingnya stabilitas politik, penguatan institusi negara, serta
pembangunan kapasitas sosial sebagai fondasi perdamaian berkelanjutan
(Sulaiman et al. 2024). Seiring dengan meningkatnya kompleksitas konflik
global, PBB mengembangkan peacebuilding yang tidak hanya berorientasi
pada stabilitas keamanan, tetapi juga pada penguatan tata kelola pemerintahan
dan perlindungan hak asasi manusia (Hansen 2025). Dengan demikian,
peacebuilding operations menjadi sarana strategis PBB dalam menghadapi
konflik multidimensional di negara-negara pasca konflik (Sulaiman et al.

2024).

Dalam praktik peacebuilding operations, advokasi merupakan salah
satu instrumen penting yang digunakan untuk mendorong perlindungan
kelompok rentan dan menciptakan perubahan kebijakan yang mendukung
perdamaian berkelanjutan. Advokasi tidak hanya dilakukan melalui
penyampaian kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga
melalui upaya memengaruhi pengambilan keputusan politik, peningkatan
kesadaran publik, serta penyampaian rekomendasi kepada pihak yang
berwenang. Dalam konteks organisasi internasional, advokasi dilakukan
melalui mekanisme pemantauan, pelaporan, dialog politik, dan penyampaian
rekomendasi kepada pemerintah maupun aktor yang terlibat dalam konflik.
Melalui advokasi, aktor internasional berupaya memastikan bahwa isu-isu
kemanusiaan dan perlindungan kelompok rentan tetap menjadi perhatian
utama dalam proses pembangunan perdamaian. Oleh karena itu, advokasi
menjadi bagian penting dalam peacebuilding operations karena berfungsi
sebagai sarana untuk mendorong penghormatan terhadap hak-hak dasar

masyarakat serta mencegah terjadinya pelanggaran yang berulang.

Selain advokasi, perlindungan hak asasi manusia merupakan elemen
utama dalam peacebuilding operations karena perdamaian yang berkelanjutan
tidak dapat terwujud tanpa adanya jaminan terhadap hak-hak dasar
masyarakat. Dalam perspektif peacebuilding, perlindungan hak asasi manusia
mencakup berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran,
memberikan perhatian terhadap kelompok rentan, serta mendorong

akuntabilitas atas tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip



16

kemanusiaan. Perlindungan hak asasi manusia juga berfungsi sebagai langkah
pencegahan konflik karena berbagai bentuk diskriminasi, ketidakadilan, dan
pelanggaran hak sering kali menjadi faktor yang memicu ketegangan sosial
maupun politik. Oleh sebab itu, peacebuilding operations menempatkan
perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu fondasi penting dalam

menciptakan stabilitas sosial dan politik yang berkelanjutan.

Peacebuilding operations juga menekankan pentingnya pemberdayaan
(empowerment) sebagai upaya meningkatkan kapasitas individu maupun
kelompok masyarakat yang terdampak konflik. Pemberdayaan tidak hanya
dimaknai sebagai peningkatan kemampuan ekonomi, tetapi juga mencakup
peningkatan akses terhadap pendidikan, informasi, partisipasi politik, serta
kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam
konteks pembangunan perdamaian, pemberdayaan menjadi penting karena
kelompok yang selama ini mengalami marginalisasi sering kali memiliki
keterbatasan dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya. Oleh karena
itu, pemberdayaan dipandang sebagai strategi untuk memperkuat ketahanan
masyarakat sekaligus menciptakan kondisi yang lebih inklusif dalam proses
perdamaian. Dalam konteks Afghanistan, pemberdayaan perempuan menjadi
relevan karena perempuan merupakan kelompok yang mengalami berbagai

bentuk pembatasan hak sejak Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021.

Elemen lain yang tidak kalah penting dalam peacebuilding operations
adalah pendampingan sosial (social support). Pendampingan sosial merupakan
bentuk dukungan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang
terdampak konflik melalui bantuan psikososial, fasilitasi akses terhadap
layanan dasar, penguatan jaringan sosial, serta peningkatan kapasitas
komunitas untuk menghadapi berbagai dampak konflik. Pendampingan sosial
bertujuan membantu masyarakat mempertahankan keberlangsungan hidup dan
meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan kondisi yang
penuh ketidakpastian. Dalam pelaksanaannya, pendampingan sosial tidak
hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga pada
pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat yang terdampak konflik.

Dengan demikian, pendampingan sosial menjadi bagian integral dari
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peacebuilding operations karena berkontribusi pada terciptanya stabilitas
sosial serta memperkuat ketahanan kelompok rentan dalam situasi

pascakonflik maupun konflik yang masih berlangsung.

Dalam konsep peacebuilding, pemberdayaan perempuan menjadi salah
satu elemen penting dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.
Pemberdayaan perempuan tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan peran
perempuan dalam kehidupan sosial, tetapi juga mencakup kemampuan
perempuan untuk memperoleh akses terhadap pendidikan, sumber daya,
perlindungan hak, serta partisipasi dalam mengambil keputusan.
Pemberdayaan perempuan merupakan bagian penting dalam pembangunan
perdamaian karena perempuan termasuk kelompok yang paling rentan
terdampak konflik dan diskriminasi sosial. Selain itu, empowerment juga
berkaitan dengan kemampuan perempuan untuk menentukan pilihan hidupnya
secara mandiri dan bebas dari berbagai bentuk pembatasan. Dalam konteks
Afghanistan pasca-2021, pendekatan empowerment menjadi penting karena
perempuan mengalami berbagai pembatasan hak setelah Taliban kembali
berkuasa. Oleh karena itu, empowerment menjadi bagian dari operasi
peacebuilding yang dilakukan UNAMA dalam upaya perlindungan hak
perempuan di Afghanistan era Taliban 2021-2025 (Al-rusan 2016).

Dalam proses peacebuilding, aktor internasional berperan sebagai
pendukung eksternal yang membantu negara pasca konflik menciptakan
kondisi politik dan sosial yang stabil. Keterlibatan pihak internasional
biasanya didorong oleh lemahnya kapasitas negara dalam menangani dampak
konflik secara menyeluruh. Keterlibatan pihak internasional biasanya
didorong oleh lemahnya kapasitas negara dalam menangani dampak konflik
secara menyeluruh. Peran tersebut dijalankan melalui pemberian dukungan
politik, teknis, dan kemanusiaan tanpa mengambil alih kewenangan negara.
Selain itu, aktor internasional kerap terlibat dalam memfasilitasi dialog dan
proses politik ditengah situasi yang rentan. Dengan demikian, kehadiran aktor
internasional menjadi elemen pendukung penting dalam upaya membangun

perdamaian yang berkelanjutan (Mahfudin 2021).
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Selain berkontribusi pada proses stabilitas negara, aktor internasional
juga memiliki peran signifikan dalam upaya perlindungan hak asasi manusia.
Kegiatan pemantauan terhadap kondisi HAM dilakukan untuk mencegah
terjadinya eskalasi kekerasan serta mengurangi risiko konflik berulang.
Melalui mekanisme pelaporan dan advokasi, aktor internasional mendorong
terciptanya akuntabilitas atas berbagai pelanggaran yang terjadi. Keterlibatan
ini turur memperkuat kepercayaan masyarakat dan komunitas internasional
terhadap proses peacebuilding yang berlangsung. Oleh Karen itu, peran aktor
internasional tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga memiliki dimensi
normatif dalam membentuk arah dan kualitas perdamaian pasca konflik

(Mahfudin 2021).

Dalam praktik peacebuilding operations, isu hak asasi manusia
ditempatkan sebagai komponen utama dalam upaya menciptakan perdamaian
yang bersifat jangka panjang. Pelanggaran terhadap hak-hak dasar sering kali
tidak hanya muncul sebagai konsekuensi konflik, tetapi juga berpotensi
memperpanjang ketegangan apabila tidak mendapatkan penanganan yang
memadai (UNU CPR 2024). Oleh sebab itu, perlindungan hak asasi manusia
menjadi bagian penting dari pendekatan peacebuilding untuk mengurangi
resiko terulangnya kekerasan. Pendekatan ini menegaskan bahwa stabilitas
pasca konflik tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan hak-hak dasar
masyarakat. Dengan demikian agenda hak asasi manusia memiliki posisi

strategis dalam kerangka peacebuilding.

Selain berfungsi sebagai upaya perlindungan, peacebuilding operations
juga mendorong dilakukannya pemantauan dan dokumentasi terhadap
pelanggaran hak asasi manusia di negara pasca konflik. Mekanisme tersebut
memungkinkan aktor internasional untuk menyoroti situasi yang berpotensi
mengancam keselamatan dan kebebasan masyarakat (UNU CPR 2024).
Melalui laporan yang sistematis, peacebuilding operations berkontribusi pada
peningkatan akuntabilitas para aktor yang terlibat dalam pelanggaran (Hunt
and Day 2024). Dalam kondisi dimana institusi nasional belum mampu
menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, peran aktor internasional

menjadi semakin krusial. Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia
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dalam peacebuilding operations tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga

berorientasi pada pencegahan konflik di masa depan.

Pelaksanaan peacebuilding operations menjadi semakin kompleks ketika
berlangsung di bawah pemerintahan de facto, yakni otoritas yang menjalankan
fungsi negara tanpa memperoleh pengakuan internasional secara resmi.
Kondisi ini menempatkan aktor internasional pada dilematis karena interaksi
yang dilakukan berpotensi dipersepsian sebagai bentuk pengakuan politik
(UNU CPR 2021). Namun, penghentian keterlibatan justru dapat
memperburuk krisis kemanusiaan dan memperlemah perlindungan terhadap
masyarakat sipil. Dalam kondisi ini, peacebuilding operations umumnya
dijalankan dengan ruang gerak yang terbatas dan pendekatan yang berhati-hati
(UNU CPR 2021). Fokus utama diarahkan pada pemenuhan kebutuhan
kemanusiaan serta perlindungan hak dasar masyarakat, bukan pada penguatan

legitimasi pemerintahan yang berkuasa.

Dalam konteks Afghanistan pasca-2021, United Nations Assistance
Mission in  Afghanistan (UNAMA) berperan sebagai mekanisme
peacebuilding operations yang dijalankan oleh PBB (Perempuan and
Permatasari 2025). UNAMA termasuk dalam kategori misi politik yang
mengedepankan instrument diplomasi pemantauan dibandingkan pendekatan
militer. Mandat UNAMA meliputi pengamatan terhadap perkembangan
politik, pendokumentasian pelanggaran hak asasi manusia, serta penyampaian
advokasi bagi kelompok-kelompok rentan (UNAMA 2025). Melalui peran
tersebut, UNAMA berupaya mempertahankan keterlibatan internasional tanpa
memberikan legitimasi formal kepada pemerintahan de facto. Dengan
demikian, UNAMA menjadi representasi peacebuilding operations yang

mentitikberatkan pada stabilitas sosial dan kemanusiaan.

Meskipun memiliki peran strategis, peacebuilding operations juga
menghadapi berbagai keterbatasan konseptual dan praktis. Efektivitasnya
sering kali terhambat ketika aktor domestic tidak memiliki komitmen terhadap
prinsip perdamaian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu,

mandate yang bersifat normative kerap sulit diterjemahkan ke dalam tindakan
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nyata akibat pembatasan akses dan tekanan politik. Kritik lain menyoroti
resiko minimnya kepemilikan lokal karena proses perdamaian banyak
digerakkan oleh aktor eksternal. Oleh sebab itu, peacebuilding operations
dipandang sebagai pendekatan yang penting dalam konteks pasca konflik,
namun memiliki keterbatasan dalam menghasilkan transformasi struktural

secara cepat.
2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan pendekatan peacebuilding operations
untuk menjelaskan peran UNAMA dalam perlindungan hak perempuan di
Afghanistan pasca-2021. Kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan pada
tahun 2021 menyebabkan meningkatnya berbagai pembatasan terhadap
perempuan, seperti larangan pendidikan, pembatasan pekerjaan, serta
terbatasnya partisipasi perempuan di ruang publik. Kondisi tersebut
menunjukkan adanya pelanggaran hak perempuan yang berlangsung secara

sistematis dan memerlukan perhatian dari aktor internasional.

Dalam situasi tersebut, UNAMA hadir sebagai misi politik PBB yang
menjalankan operasi perdamaian di Afghanistan. Penelitian ini menggunakan
konsep peacebuilding operations karena pendekatan tersebut tidak hanya
berfokus pada penghentian konflik, tetapi juga mencakup perlindungan hak
asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, advokasi, serta pembangunan
perdamaian berkelanjutan. Oleh karena itu, peacebuilding dipahami sebagai
upaya multidimensional yang dilakukan untuk menjaga stabilitas sosial dan

melindungi kelompok rentan, termasuk perempuan.

Dalam penelitian ini, peacebuilding operaions dijelaskan melalui
beberapa elemen utama, yaitu advokasi hak perempuan, pemberdayaan
perempuan, perlindungan hak asasi manusia, serta pendampingan dan
dukungan sosial terhadap kelompok rentan. Melalui elemen-elemen tersebut,
penelitian ini menjelaskan bagaimana UNAMA menjalankan operasi
peacebuilding dalam merespons pelanggaran hak perempuan di Afghanistan
pasca-2021. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini digunakan untuk

menjelaskan keterkaitan antara pelanggaran hak perempuan di Afghanistan,
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operasi peacebuilding oleh  UNAMA, serta upaya perlindungan hak
perempuan yang dilakukan pada era Taliban 2021-2025.

Pelanggaran Hak Perempuan di
Afghanistan Era Taliban 2021-2025

Keterlibatan UNAMA sebagai Operasi
Perdamaian PBB di Afghanistan

Konsep Peacebuilding Operations

- Advokasi

- Pemberdayaan

- Perlindungan HAM

\ - Pendampingan Sosial )

Operasi Peacebuilding oleh UNAMA dalam
perlindungan Hak Perempuan di Afghanistan Era
Taliban 2021-2025

Gambar 2 Kerangka Pemikiran



III. METODE PENELITIAN

3.1  Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis
penelitian deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini
bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan politik secara mendalam
terkait perlindungan hak perempuan di Afghanistan pasca-2021. Pendekatan
ini mengeksplorasi dinamika yang terjadi dalam konteks yang kompleks dan
tidak dapat diukur secara kuantitatif. Selain itu, pendekatan kualitatif
memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan data secara fleksibel
berdasarkan konteks yang ada. Dengan demikian, pendekatan ini dianggap

paling relevan untuk mengkaji peran UNAMA dalam situasi yang dinamis.

Pendekatan deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan
sekaligus menganalisis fenomena yang diteliti. Penelitian ini tidak hanya
memaparkan kondisi perlindungan hak perempuan di Afghanistan, tetapi juga
menganalisis peran UNAMA dalam merespons kondisi tersebut. Analisis
dilakukan dengan menggunakan kerangka peacebuilding operations sebagai
dasar teoritis dalam memahami data. Pendekatan ini memungkinkan peneliti
dapat menghubungkan antara konsep teoritis dengan realitas empiris yang
terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu
menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran UNAMA serta

tantangan yang dihadapu dalam perlindungan hak perempuan di Afghanistan.
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3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis peran United Nations Assitance
Mission in Afghanistan (UNAMA) dalam perlindungan hak perempuan di
Afghanistan pasca-2021. Fokus ini dipilih karena perempuan menjadi
kelompok yang paling terdampak oleh perubahan kebijakan dan kondisi sosial
politik setelah kembalinya Taliban. Dalam penelitian ini, peran UNAMA
menganalisis berdasarkan fungsi-fungsi utamanya, seperti pemantauan,
pelaporan, dan advokasi terkait hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini
juga melihat bagaimana pendekatan peacebuilding operations digunakan
dalam memahami upaya perlindungan terhadap perempuan. Dengan demikian,
fokus penelitian ini untuk menganalisis keterkaitan antara peran UNAMA,
konsep peacebuilding, dan kondisi perlindungan hak perempuan di

Afghanistan.

Menganalisis peran, penelitian ini juga memfokuskan pada berbagai
tantangan yang dihadapi UNAMA dalam menjalankan mandatnya. Tantangan
tersebut mencakup keterbatasan akses dilapangan, dinamika politik di bawah
pemerintahan de facto, serta hambatan dalam implementasi nilai-nilai hak
asasi manusia. Fokus ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih utuh
mengenai efektivitas peran UNAMA dalam situasi yang komples. Melalui
analisis ini, penelitian tidak hanya menjelaskan apa yang dilakukan UNAMA,
tetapi juga menilai sejauh mana peran tersebut dapat berjalan secara optimal.
Oleh karena itu, fokus penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman
yang lebih mendalam terkait perlindungan hak perempuan dalam konteks

peacebuilding di Afghanistan.

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang
diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut tersebut mencakup jurnal
ilmiah, artikel, buku referensi, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai
dokumen yang diperoleh dari situs resmi UNAMA

https://unama.unmissions.org/, UNESCO https://www.unesco.org/en, United

Nations https://www.un.org/en/;, UN Women https://www.unwomen.org/en,
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United Nations Peacekeeping https://peacekeeping.un.org/en. dan situs resmi

lainnya yang mencakup informasi mengenai dinamika situasi politik dan
keamanan Afghanistan, perkembangan kebijakan Taliban terhadap pendidikan
perempuan, laporan HAM, serta berbagai publikasi resmi UNAMA yang
berkaitan dengan pelaksanaan mandatnya dalam melindungi hak pendidikan
perempuan pada periode 2021-2025. Pemanfaatan data sekunder ini bertujuan
untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan berbasis sumber

kredibel mengenai peran UNAMA pada periode 2021-2025.

34 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi
dokumentasi atau studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan
mengumpulkan berbagai data sekunder yang relevan dengan topik penelitian,
seperti laporan resmi, jurnal ilmiah, buku, serta dokumen dari organisasi
internasional. Sumber utama dalam penelitian ini berasal dari laporan yang
diterbitkan oleh UNAMA dan lembaga terkait lainnya yang membahas kondisi
hak perempuan di Afghanistan. Selain itu, data juga diperoleh dari publikasi
lembaga internasional seperti UN Women, Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta
artikel akademik yang relevan. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat

memperoleh data yang komprehensif untuk mendukung analisis penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif analitis.
Proses analisis diawali dengan tahap reduksi data, yaitu memilah dan
menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian terkait peran
UNAMA dalam perlindungan hak perempuan di Afghanistan. Selanjutnya,
data yang telah dipilih disajikan dalam bentuk narasi yang terstruktur untuk
memudahkan pemahaman terhadap hubungan antar temuan. Pada tahap
berikutnya, peneliti melakukan interpretasi data dengan mengaitkannya pada
konsep peacebuilding operations sebagai kerangka analisis. Melalui tahapan

tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang mampu
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menjelaskan peran serta tantangan UNAMA dalam perlindungan hak

perempuan secara komprehensif.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik
triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengkaji data yang diperoleh
dari berbagai sumber, seperti laporan organisasi intenasional, jurnal ilmiah,
serta dokumen resmi lainnya. Triangulasi ini bertujuan untuk memastikan
konsistensi dan keakuratan informasi yang digunakan dalam analisis. Selain
itu, peneliti juga melakukan cross-check terhadap data yang memiliki
kesamaan topik untuk menghindari bias dan meningkatkan validitas temuan
penelitian. Dengan demikian hasil analisis yang dihasilkan diharapkan
memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan dapat dipertanggung jawabkan

secara akademik.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai operasi perdamaian UNAMA
dalam perlindungan hak perempuan di Afghanistan era Taliban tahun 2021-2025,
dapat disimpulkan bahwa UNAMA memiliki peran penting sebagai misi politik
Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam merespons krisis kemanusiaan dan
pelanggaran hak asasi manusia di Afghanistan. Setelah Taliban kembali
mengambil alih kekuasaan pada tahun 2021, kondisi hak perempuan mengalami
kemunduran yang sangat signifikan melalui berbagai kebijakan pembatasan
terhadap pendidikan, pekerjaan, mobilitas, dan partisipasi perempuan di ruang
publik. Dalam situasi tersebut, UNAMA tetap menjalankan mandatnya melalui
kegiatan pemantauan, pelaporan, advokasi, dan koordinasi bantuan kemanusiaan
sebagai bagian dari peacebuilding operations di Afghanistan. Keberadaan
UNAMA menjadi penting karena Afghanistan mengalami keterbatasan
perlindungan hak asasi manusia di tingkat domestik setelah perubahan kekuasaan
politik. Dengan demikian, UNAMA berfungsi sebagai aktor internasional yang
menjaga isu perlindungan perempuan Afghanistan tetap berada dalam perhatian

masyarakat internasional.

Penelitian ini menunjukkan bahwa peacebuilding operations yang
dilakukan UNAMA lebih berorientasi pada pendekatan politik dan kemanusiaan
dibandingkan pendekatan militer. Dalam pelaksanaannya, UNAMA berupaya
mendokumentasikan berbagai bentuk pelanggaran hak perempuan dan
menyampaikan laporan tersebut kepada komunitas internasional secara berkala.
Selain itu, UNAMA juga melakukan advokasi terhadap perlindungan perempuan

melalui kerja sama dengan organisasi internasional dan lembaga kemanusiaan
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lainnya. Upaya tersebut dilakukan agar kondisi perempuan Afghanistan tetap
memperoleh perhatian global meskipun situasi politik Afghanistan semakin
tertutup pasca-2021. Melalui fungsi tersebut, UNAMA tidak hanya menjalankan
mandat politik Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi juga menjalankan peran

peacebuilding dalam menjaga stabilitas sosial dan kemanusiaan di Afghanistan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas peacebuilding
operations UNAMA masih menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Salah
satu hambatan terbesar berasal dari kebijakan dan ideologi Taliban yang
bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Taliban
menerapkan berbagai pembatasan terhadap perempuan dalam bidang pendidikan,
pekerjaan, dan aktivitas sosial sehingga mempersempit ruang partisipasi
perempuan di Afghanistan. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hak
perempuan menjadi semakin sulit dilakukan karena pemerintah de facto justru
menjadi pihak yang melakukan pembatasan terhadap hak-hak perempuan secara
sistematis. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan peacebuilding sangat
dipengaruhi oleh kondisi politik domestik dan komitmen pemerintah terhadap

perlindungan hak asasi manusia.

Selain hambatan ideologis, penelitian ini juga menemukan adanya
keterbatasan akses operasional yang dihadapi UNAMA dalam menjalankan
mandatnya di Afghanistan. Situasi keamanan yang tidak stabil serta pembatasan
mobilitas menyebabkan UNAMA mengalami kesulitan dalam menjangkau
berbagai wilayah di Afghanistan, terutama daerah yang berada di bawah kontrol
kuat Taliban. Kondisi tersebut berdampak terhadap proses pemantauan
pelanggaran hak asasi manusia dan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada
masyarakat sipil. Di sisi lain, perempuan Afghanistan yang tinggal di wilayah
terpencil juga semakin sulit memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan,
dan bantuan sosial akibat keterbatasan operasional tersebut. Dengan demikian,
keterbatasan akses lapangan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi

efektivitas peacebuilding operations UNAMA di Afghanistan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dinamika politik internasional

turut memengaruhi pelaksanaan peacebuilding di Afghanistan pasca-2021. Tidak
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adanya pengakuan internasional terhadap pemerintahan Taliban menciptakan
posisi yang dilematis bagi UNAMA dalam menjalankan hubungan dengan otoritas
de facto Afghanistan. Di satu sisi, UNAMA perlu menjaga komunikasi dengan
Taliban agar bantuan kemanusiaan dan perlindungan masyarakat sipil tetap dapat
berjalan. Namun di sisi lain, hubungan tersebut dapat dipersepsikan sebagai
bentuk legitimasi politik terhadap pemerintahan Taliban oleh masyarakat
internasional. Kondisi tersebut menyebabkan ruang gerak UNAMA menjadi
terbatas dalam menjalankan fungsi diplomasi dan perlindungan hak asasi manusia

secara bersamaan.

Selain itu, keterbatasan mandat dan kapasitas institusional UNAMA juga
menjadi hambatan penting dalam pelaksanaan peacebuilding di Afghanistan.
Sebagai misi politik Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNAMA tidak memiliki
kewenangan koersif maupun kekuatan militer untuk memaksa Taliban mematuhi
standar hak asasi manusia internasional. Peran UNAMA lebih banyak terbatas
pada pemantauan, pelaporan, dan advokasi normatif terhadap berbagai
pelanggaran yang terjadi di Afghanistan. Akibatnya, berbagai bentuk diskriminasi
terhadap perempuan tetap berlangsung meskipun telah mendapatkan perhatian
internasional melalui laporan dan publikasi UNAMA. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa peacebuilding operations yang bersifat normatif memiliki
keterbatasan ketika dihadapkan pada pemerintahan yang tidak memiliki komitmen

terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa UNAMA
memiliki peran penting dalam menjaga perhatian internasional terhadap
perlindungan hak perempuan di Afghanistan era Taliban 2021-2025. Namun,
efektivitas peacebuilding operations yang dilakukan UNAMA masih menghadapi
berbagai tantangan politik, keamanan, sosial, dan institusional yang sangat
kompleks. Taliban, keterbatasan akses operasional, dinamika politik internasional,
dan keterbatasan mandat menjadi faktor utama yang menghambat perlindungan
hak perempuan di Afghanistan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa
peacebuilding tidak dapat berjalan secara optimal apabila tidak didukung oleh
stabilitas politik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di tingkat

domestik. Oleh karena itu, perlindungan hak perempuan di Afghanistan masih
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menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan peacebuilding pasca kembalinya

Taliban tahun 2021.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran
yang dapat diberikan terkait pelaksanaan peacebuilding operations UNAMA
dalam perlindungan hak perempuan di Afghanistan. Perserikatan Bangsa-Bangsa
dan komunitas internasional perlu memperkuat dukungan politik dan kemanusiaan
terhadap masyarakat Afghanistan, khususnya perempuan dan anak perempuan
yang menjadi kelompok paling terdampak pasca kembalinya Taliban. Dukungan
tersebut tidak hanya berupa bantuan kemanusiaan, tetapi juga melalui peningkatan
tekanan diplomatik internasional agar Taliban memberikan ruang yang lebih besar
terhadap pemenuhan hak perempuan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan
partisipasi sosial. Selain itu, komunitas internasional perlu menjaga konsistensi
perhatian terhadap kondisi perempuan Afghanistan agar isu tersebut tidak
mengalami penurunan perhatian di tingkat global. Dengan demikian, dukungan
internasional diharapkan dapat membantu memperkuat perlindungan hak

perempuan di Afghanistan secara lebih berkelanjutan.

UNAMA juga perlu memperkuat mekanisme pemantauan dan
dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia di Afghanistan agar berbagai bentuk
diskriminasi terhadap perempuan dapat terdokumentasi secara lebih sistematis dan
menyeluruh. Dokumentasi yang kuat sangat penting untuk menjaga akuntabilitas
internasional serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan respons
kemanusiaan internasional terhadap situasi Afghanistan. Selain itu, kerja sama
antara UNAMA, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat sipil lokal perlu
ditingkatkan agar proses perlindungan masyarakat dapat menjangkau wilayah-
wilayah yang sulit diakses. Penguatan koordinasi tersebut juga penting untuk
meningkatkan efektivitas bantuan kemanusiaan dan perlindungan kelompok
rentan di Afghanistan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas operasional dan
jaringan kerja sama menjadi bagian penting dalam mendukung -efektivitas

peacebuilding operations UNAMA.
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Dalam konteks peacebuilding, pendekatan perlindungan hak perempuan
juga perlu dilakukan secara lebih inklusif dengan melibatkan perempuan
Afghanistan dalam proses sosial dan kemanusiaan. Keterlibatan perempuan
penting karena peacebuilding yang berkelanjutan tidak dapat tercapai apabila
perempuan tetap berada dalam posisi yang terpinggirkan secara sosial maupun
politik. Selain itu, perempuan Afghanistan perlu diberikan ruang yang lebih besar
untuk terlibat dalam pendidikan, pemberdayaan sosial, serta proses advokasi
terkait perlindungan hak asasi manusia. Partisipasi perempuan dalam proses
perdamaian juga dapat membantu menciptakan pembangunan sosial yang lebih
inklusif dan berkelanjutan di Afghanistan. Dengan demikian, pemberdayaan
perempuan harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan peacebuilding

operations di Afghanistan.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian
yang lebih mendalam mengenai efektivitas operasi perdamaian Perserikatan
Bangsa-Bangsa dalam konteks pemerintahan de facto dan konflik
multidimensional. Penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan peran
UNAMA dengan misi politik Perserikatan Bangsa-Bangsa di negara konflik
lainnya agar diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai efektivitas
peacebuilding operations. Selain itu, penelitian mendatang dapat menggunakan
pendekatan yang lebih spesifik dalam melihat dampak kebijakan Taliban terhadap
kelompok perempuan, anak-anak, maupun kelompok minoritas lainnya di
Afghanistan. Kajian yang lebih mendalam diharapkan dapat memberikan
kontribusi akademik yang lebih luas terhadap studi hubungan internasional, hak
asasi manusia, dan peacebuilding pascakonflik. Oleh karena itu, penelitian
mengenai Afghanistan masih memiliki relevansi yang tinggi untuk terus

dikembangkan di masa mendatang.
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